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Rehabilitasi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memberikan 
kesembuhan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan 
pemberian dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi mereka. Selain dapat 
mengurangi beban lapas dalam penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika, 
rehabilitasi juga dilaksanakan agar tujuan dalam penghukuman tercapai 
sepenuhnya. Banyak proses dan tahapan yang akan dijalankan oleh mereka yang 
memilih untuk melakukan rehabilitasi melalui permohonan pengajuan atau 
melalui putusan hakim pengadilan. Sudah terbentuknya SOP (Standar Operasional 
Prosedur) dalam pelaksanaan rehabilitasi juga dapat menjadikan tindakan 
rehabilitasi tidak melanggar hak asasi manusia. Yang saat ini perlu dilakukan 
adalah tetap menegakan keadilan melalui hukuman dan juga rehabilitasi bagi 
mereka pecandu dan penyalahguna. Karena sejatinya mereka adalan insan yang 
harus disembuhkan. 
 




Rehabilitation is an action that aims to provide relief for addicts and narcotics 
abuse. This is in line with the provision and implementation of human rights for 
them. Besides being able to reduce the burden of prisons in handling drug addicts 
and abusers, rehabilitation is also carried out so that the goal of punishment is 
fully achieved. There are many processes and stages that will be carried out by 
those who choose to carry out rehabilitation through a petition or through a court 
judge's decision. The establishment of SOPs (Standard Operating Procedures) in 
the implementation of rehabilitation can also make rehabilitation actions not 
violate human rights. What currently needs to be done is to maintain justice 
through punishment and also rehabilitation for addicts and abusers. Because in 
fact they are human beings who must be healed. 
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1. PENDAHULUAN  
Kesehatan adalah faktor yang sangat diperhatikan oleh manusia, 
karena ketika manusia sakit atau kelelahan, manusia tidak dapat melakukan 
aktifitasnya dengan lancar dan nyaman. Kesehatan didukung dengan adanya 
obat-obatan yang membantu tubuh manusia melawan dan mencegah penyakit 




zaman serba canggih ini banyak masyarakat yang kemudian 
menyalahgunakan obat-obatan terlarang yang digunakan untuk mabuk dan 
mengalami kecanduan. 
“Ketergantungan narkoba pada umumnya disebabkan oleh adanya 
interaksi beberapa faktor termasuk sifat dari zat yang terkandung di dalam 
narkoba, faktor individu dan lingkungan, Muchlis dalam Tempo Tahun 2004 
memaparkan bahwa 70 persen dari 4 juta pecandu narkoba tercatat sebagai 
anak usia sekolah, yakni berusia 14 hingga 21 tahun, bahkan sudah menyusup 
ke anak usia SD, data tersebut  menurut Muchlis, merupakan temuan Tim 




“Beragam tindakan guna recovery bagi para pecandu narkoba, seperti 
detoksifikasi, Detoksifikasi Opioid Cepat dengan Anestesia (DOCA) dan 
pelaksanaan rehabilitasi”. “Detosifikasi adalah upaya mengeluarkan zat atau 
racun dari dalam tubuh, DOCA adalah cara mutakhir detoksifikasi narkoba 
yang efektif, aman dan berperikemanusiaan karena dilakukan dalam keadaan 
pasien tertidur sehingga tidak merasakan sakit, sedangkan para pecandu 
narkoba dapat menjalani proses rehabilitasi di tempattempat yang khusus 
disediakan untuk merehabilitasi pecandu narkoba, yang biasa disebut dengan 
panti rehabilitasi ataupun Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).”
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1.2 Rumusan Masalah 
1.2.1  Bagaimana rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ? 
1.2.2    Bagaimana penerapan proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba 
di Kabupaten Magelang ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian  
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui proses rehabilitasi 
pecandu narkotika dan obat-obat terlarang bagi remaja dan 
mahasiswa di Kabupaten Magelang dan mengetahui penerapan 
hukum terhadap proses rehabilitasi pecandu narkotika dan obat-
obat terlarang bagi remaja dan mahasiswa di Kabupaten Magelang. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Manfaat Teoritis penelitian ini diharapkan memberi pemahaman 
tentang proses rehabilitasi pecandu narkotika dan obat-obat 
terlarang bagi mahasiswa dan remaja di Kabupaten Magelang, serta 
pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat Praktis memerikan 
jawaban atas permasalahan dan gambaran pada penelitian sejenis. 
 
2. METODE 
“Metode penelitian hukum normatif-empirisi, pada dasarnya 
penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan 
berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai 
implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya 
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 
Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:”
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a. Non-Judicial Case Study 
b. Judicial Case Study 
c. Live Case Study 
Penulisan penelitian ini, penulis memakai jenis penelitian deskripsi. 
Penelitian deskripsi merupakan penelitian yang pada umumnya bertujuan 
untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu 
populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat;karakteristik-karakteristik 
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 Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Magelang. 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Rehabilitasi yang Diberikan Kepada Pecandu Narkoba dalam 
Peraturan Undang-Undang 
Rehabilitasi membantu korban penyalahgna dan pecandu narkotika 
dan menghindari penjatuhan pidana. Karena jika harus tinggal di lapas, 
maka kemungkinan terburuk terhadap kesehatan para korban dan 
pecandu narkotika.
5
 “Efektifitas rehabilitasi untuk menyembuhkan 
korban dari narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya korban atau 
pengguna narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika 
secara individu. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan 
pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.
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 Setiap 
penyalahguna narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya 
diatur dalam pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.” 
Rehabilitasi yang pertama didasarkan pada Surat Edaran Nomor 
SE/01/II/BARESKRIM yang merupakan petunjuk pemberian 
Pertimbangan Rehabilitasi bagi korban dan/atau pecandu NARKOBA 
yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2018.” Beberapa poin 
dijelaskan dalam edaran tersebut tentang Petunjuk Pemberian 
Rehabilitasi bagi pecandu dan korban NARKOBA antara lain, Pertama, 
Pertimbangan Rehabilitasi diberikan bagi pecandu dan korban 
NARKOBA yang melaporkan diri sendiri atau orang tua kepada Institusi 
Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kedua, Pertimbangan diberikan bagi 
tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan positif dan 
tanpa barang bukti. 2 (dua) pertimbangan diatas diberikan kepada korban 
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dan pecandu NARKOBA tanpa adanya penyidikan oleh Kepolisian, 
namun Kepolisian diperbolehkan untuk melakukan penyidikan dari mana 
asal usul NARKOBA yang digunakan tersebut. Pertimbangan terakhir 
diberikan kepada tersangka yang tertangkap dengan bukti hasil 
pemeriksaan positif dengan barang bukti temuan narkotika dengan 
jumlah tertentu. Untuk pertimbangan terakhir penyidikan terhadap 
tersangka tetap dilakukan dan pemberian rehabilitasi diberikan 
berdasarkan analisis dari penyidik. Untuk diluar 3 (tiga) pertimbangan 
tersebut, penyidikan dilakukan tetap pada prosedur dan manajemen 
penyidikan yang telah ada. 
 Rehabilitasi sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi 
medis yang merupakan rehabilitasi yang bertujuan untuk mengeluarkan 
zat-zat adiktif sehingga pecandu narkoba benar-benar tidak mengalami 
kecanduan obat dan rehabilitasi social yang bertujuan agar pecandu itu 
sendiri siap untuk terjun kedalam masyarakat kembali selayaknya orang-
orang pada umum yang tidak kecanduan obat-obatan.   
Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang dilakukan oleh 
BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) 
yaitu proses penyembuhan yang menggunakan zat subtitusi atau 
pengganti yakni zat subutek, akan tetapi zat ini mempunyai efek 
ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang 
mempunyai efek ketergantungan,zat tersebut hanya diperuntukan khusus 
bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta pengguna 
narkotika dengan cara suntik (PENASUN). 
3.2 Perlindungan Hukum Meliputi: Hak dan kewajiban lain selain hak 
dan kewajiban pokok, wanprestasi dan akibat hukumnya, 
overmacht dan akibat hukumnya. 
Secara teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) alur pelayanan 
penindakan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Magelang, dapat 





a. Program Detoksifi kasi dan Stabilisasi, lamanya 1 (satu) bulan.  
Pada fase ini, pecandu menghadapi gejala putus zat (withdrawal). 
Untuk membantu melewati masa putus zat digunakan pendekatan 
pharmakoterapi dengan cara simptomatik atau substitusi. 
b.  Program Primer, lamanya 6 (enam) bulan. 
Fase dilakukannya perubahan-perubaha yang bersifat internal. 
Pada fase ini dibangun kembali sikap, pola hidup, kemampuan 
mengelola emosi, pemahaman dan penerimaan diri, dan 
intelektual. Fase ini merupakan landasan bagi proses 
pertumbuhan seorang pecandu dalam menjalankan pemulihannya.  
c. Program Re-Entry, lamanya 6 (enam) bulan.  
Maksud dari re-entry adalah kembali berintegerasi dengan 
kehidupan sosial masyarakat (mainstream). Pada fase ini seorang 
pecandu di dalam program sudah mulai kembali berintegerasi 
dengan lingkungan sosial masyarakat. 
Proses rehabilitasi di Kabupaten Magelang dilakukan sesuai dengan 
Peraturan yang berlaku, prosedurnya apabila Pemohon rehabilitasi dapat 
mendapatkan rehabilitasi dengan cara melampirkan berkas sebagai 
berikut: 
a. Salinan/fotokopi izin yang masih berlaku; 
b. Profil lembaga rehabilitasi yang meliputi struktur organisasi 
kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan 
peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan; 
dan 
c. Identitas lengkap pemohon. 
Dalam melakukan proses rehabiltiasi yang dilakukan di BNN 
Kabupaten Magelang hanya dilakukan rehabilitasi rawat jalan dan untuk 
rehabilitasi medis secara rawat inap hanya bisa dilakukan pada BNN 
Hido Bogor dan ada di Makassar, rehabilitasi melalui proses-proses yang 




Dalam upaya rehabilitasi medis kepada pasien pecandu narkotika 
dan zat adiktif lainnya yang ada di BNN Kabupaten Magelang ada 
hambatan-hambatan yang timbul, antara lain: 
a. Keinginan diri untuk sembuh 
Dalam upaya penyembuhan kecanduan zat-zat adiktif ini, di 
Kabupaten Magelang hanya melayani pecandu yang mengalami 
kecanduan tingkat ringan, dalam hal ini sering terjadi bahwa 
pasien yang menginginkan di rehabilitasi bukan merupakan 
keinginan keluarga bukan keinginan sendiri, sehingga sering kali 
mangkir dari program-program yang telah terjadwalkan. 
b. Tingkat kecanduan 
Hambatan yang kedua adalah tingkat kecaduan yang mungkin 
susah hilang, sebenarnya di rehabilitasi medis ini, pasien dibantu 
agar terlepas dari kecanduan sehingga dapat terbebas dari efek 
adiktif, namun tak jarang, pasien Kembali menggunakan narkoba 
Ketika program berjalan, sehingga assessment perlu dilakukan 
setiap 6 bulan sekali untuk mencegah hal-hal tersebut. 
c. Fasilitas 
Dalam melaksanakan Rehabilitasi, di BNN Kabupaten Magelang 
hanya dapat melaksanakan rehabilitasi rawat jalan karena 
keterbatasan fasilitas, sehingga rehabilitasi menjadi kurang 
intensif namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat 
kecanduan apakah pecandu berada pada tingkat rendah sehingga 
dapat melaksanakan rehabilitasi medis rawat jalan atau pada 
tingkat sedang dan tinggi sehingga harus menjalani rehabilitasi 










Berdasarkan permasalah di atas, maka adapun kesimpulannya sebagai 
berikut: 
Penggunaan rehabilitas dianggap dapat memberikan bantuan kepada 
para korban penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara 
atau pidana kurungan. Pemberian rehabilitasi melalui beberapa pertimbangan, 
yaitu pertimbangan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu dan korban 
narkoba yang melaporkan diri, pertimbangan yang diberikan kepada 
tersangka yang tertangkap dengan hasil pemeriksaan positif tetapi tanpa 
barang bukti, dan pertimbangan yang diberikan kepada tersangka tertangkap 
dengan hasil positif dan dengan barang bukti narkotika dalam jumlah 
tertentu.  
Program rehabilitasi juga dapat diberikan kepada pecandu dengan 
pemenuhan beberapa prosedur sebagaimana yang telah diatur. Para pecandu 
akan melalui tahap pelaksanaan rehabilitasi, yaitu tahap rehabilitasi medis, 
tahap rehabilitasi nonmedis dan tahap bina lanjut (after care). Dapat 
diketahui pula bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya 
dibebankan pada sekelompok orang saja, tetapi menjadi tugas bersama. Peran 
orang tua serta keluarga menjadi titik utama dalam pencegahan dan 
penanggulangan terhadap NAPZA. 
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